BAB VI
PENUTUP

6.1. Kesimpulan
Dari hasil analisis pada data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai selama tahun 2018-
2020 menunjukkan varians Pendapatan mengalami fluktuatif tetapi
cenderung membaik, pertumbuhan pendapatan Kapubaten Manggarai
menunjukkan kinerja yang kurang baik (tidak stabil). Untuk rasio derajat
desentralisasi dan rasio kemandirian keuangan menunjukkan hasil yang
rendah, rasio efektifitas dan rasio efisien dari pendapatan Kabupaten
Manggarai menunjukkan hasil yang sangat efektif dan efisien dan
ketergantungan keuangan daerah masih sangat tinggi. Dari hasil tersebut
bisa dikatakan bahwa Kabupaten Manggarai belum sepenuhnya mampu
memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah dan masih bergantung
kepada pemerintah pusat pada penerimaan pendapatan daerah.

b. Kinerja Belanja Daerah Kabupaten Manggarai selama tahun 2018-2020
menunjukkan varians belanja dan pertumbuhan belanja memiliki Kinerja
yang baik, rasio efisiensi belanja daerah memiliki kinerja yang efisien,
rasio belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap total belanja
memiliki kinerja yang baik, pertumbuhan belanja kurang baik dan belanja
modal tidak baik. Secara umum menunjukan kinerja pengelolaan belanja
Kabupaten Manggarai selama tahun 2018-2020 memiliki kinerja yang

baik.
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c. Kinerja Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai selama
tahun 2018-2020 sehat karena rata-rata SiLPA dibawah standar yang di
tetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar 5%. Kondisi ini menunjukkan
bahwa Kabupaten Manggarai tidak memiliki masalah pada manajemen
keuangan daerah. Kinerja pendapatan daerah yang besar masih kurang
dapat memaksimalkan belanja daerah karena pada belanja langsung dan
tidak langsung belanja masih kurang memaksimalkan belanja langsung
yang berkaitan dengan belanja Modal.

6.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan saran yang dapat
diberikan adalah sebagai berikut:

a. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Manggarai lebih mengoptimalkan
sumber-sumber PAD yang ada maupun yang belum diolah agar dapat
meningkatkan PAD sehingga ketergantungan terhadap sumber dana
ekstern dapat diminimalisir dan pemerintah Kabupaten Manggarai juga
diharapkan berupaya untuk lebih meningkatkan rasio derajat desentralisasi
dan rasio kemandirian keuangan. Sedangkan belanja daerah diharapkan
pemerintah Kabupaten Manggarai untuk mengurangi belanja daerah
supaya dapat mengimbagi pertumbuhan pendapatan, dan untuk belanja
modal diharapkan  pemerintah  daerah  Kabupaten = Manggarai
meningkatkan belanja langsung yang berkaitan dengan aktivitas

pemerintah.
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b. Bagi peneliti selanjutnya
Diharapkan ada penambahan periode yang semakin panjang agar lebih
akurat dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten
Manggarai. Memperluas ruang lingkup wilayah penelitian agar mampu

membandingkan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain.
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